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Menetaplkan:

PERTAMA ¢ Terhitung mulael tanggel ditetapkannja keputusan ini, mentja- . |
but Keputusan Presidium Xabinet No. 96/U/KEP/12/1966. '

, Xeputusan Presiden R.T. Ko, 171 tahun 1967

FPRESIDEN
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KEPUTUEAN PRESIDEN REFUBLIK INDOKESIA

Nouor ¢ /S maUN 1967,

KAMT, PELDJABAT PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,

bahwae dengan perubahan struktur dan tata-kerdja Kebinet
Ampera, perlu mentjabut Keputusan Presidium Kabinet Ko,
96/U/KEF,/12/1966, tentang penjerahsn hak keiuasaan me-
ngangkat den memberhentiken pegewai Negeri Sipil kepada
Gekretarls Kabinet, sepertl terrmmat dalam Hmdang-z Re,21
tehun 1952 ;

bahwe berhubung dengan -itu, make untuk melantjarkan dja-
lannja Administrasi Kepegawaian, perlu menjershkan hak
kekuasaan untulk mengsngkat den memberhentikan pegaswai-2 _
Sekretariat Kabinet dan pegawai-2 Lembaga-2 Pemerintah
non Departemental dalam lingkungan kelassan Sekretariat
Kabinet, kepada Sekretaris Kazabinet, seperti dimaksud da-—
lam pasal 1 ajet (1} huruf b Undang-2 No. 21 tebun 1952 ;

‘bahwa kepada Sekretaris Kabinet dapat menjerahkan puls

sebagian dari kelusmsaunnja tersebut huruf b diatas, se-
perti jang dimaksudkan dalam pasazi 4 Undang-2 No., 21 ta-
hun 1952, sepand jang mengensi pegawsl golongan {E/II PGPN
1961) kebawah, kepads Pedjabat {hawa.ha.nn;ja,) jeng ditund juk .
olehnja

Undang=-2 No. 21 tahup 1952 (Lembaran Negars talmn 1952 No.78f

Un&anggz He.1l8 tamun 1961 (Lembaran Kegara btahun 1561
No. 2 H

Peraturan Pemerinteh Ro. 200 tahun 1961 {Lembaran Negara
tahun 1961 Fo, 239)
Keputusan Presiden R.I. No, 175 tahun 1966 ;
Keputusan Presiden R,T. ¥o, 53 tahun 1967 ;
P
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KEDTA : Menjerahkar hak keltuassan jang dimaksudkan dalam pasal 1
ajat (1) huraf b Undeng-2 No, 21 tahun 1952 kepada :

SEKRETARTIS KABIWET,

mengenal pegawal Sekretariat Kabinet dan pegawall Lembaga?d

Pemerinteh non Departemental Jang termasuk didalam Baglan

3 deri Anggaren Belandja, sepandjang mengenal pegawai? go-
2 ' longan {F/IV PGPN - 1961) kebawah ,

KBTIGA Kelmasgan jang dimaksudken delam ajat "KEDUA" diatas, termasuk
. puls pemberian kenalken zadji berkals, kenaikan pangkat, pz-
mindahan dan penjaluran dalam betas2 jang ditetapkan dalam
pasal 1 ajat {1) huruf b Undang-2 No., 21 talun 1952,

EEEMPAT Sekretaris Kabinet dapat menjerahkan mebagian dari hak ke-
luasaamnja tersebut sjat "EEDUAY diatas, seperti jang dimgxz-
gudkan dalaem passal 4 Undang-2 Ho.21 tahug 1952, sepandjang
mengenal pegawail golongan {E/II PGPN - 1961) kebawah, kepaia
Ped jabat (bawahammja) jang ditundjuk olehnja, ketjuali kelku~
aasan wntulk memberhentikan dari djabetan. Negeri tidak atas

permintasn gendiri.

€§ FILIMA : Dengan tidek mengurangi ketentuan? jang ditetapkan dalem a-
jat "EEDUA" dsn "KETIGAW" tereebut diastas, segnla pengangkat-
. an, pemberhentian, pemindahan dan penjeluran, termesuk pem-
berian kenaiken gadji berkale dan kenaikan pangket, jang di-
lakukan sebelum keputusan ini berlaku, dianggap sebagai di- -
lokukan menuruet keputusan ini.

KEENAM

ah

Eeputuean ini mulai berlalku pada tanggal ditetapkanmnia dan
menpunjai daje ewrubt hingge pada tanggal 12 Clctober 1967.

EETUDJUK - ¢ degala aesuatu skan diubah gebagaimana mestinja, apabila di-

kemudian hari ternjata terdapet kekeliruan dalem keputusan
ini.

SAL IN AN Burat Keputusan ini disampaiken untuk diketahui
itepadsg :
L Bemus Menteri ,

2, Sekreturig Negare ,
3. Sekretaris Kepresidenan ,
4. Sekretarip Militer ,

De Semua Sekdjen Departemen ,
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Semua Dirdjen Departemen ;

Semuzs Inspektur Djenderel Departemen

Kmtuz B.F.K. ;

Direktoret Perdjalanan ;

Kepalae KUP 4i Djakarta,

K.U.P. Bagian Tata Usahs Kepegawaien di Jogjakarta;
E.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangen 4i Bendung ;

Rantor Pusat Pombajaran Fensiun di Bandung ;

Semua Kepala Bire Sekretariat Kabinet;
L 8/4 14 untuk diketahui dan

PETIKAN diberiken kepade jang berkepentingsn wuntuk

diketahui dan dipergunakan ssbagaimsns mes-
‘binja-- .

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal ¢ 77/ Oktober 1967,

PEDJABAT PRES EEPUBLIK INDONESIA,

i/

SOEHARTO
.o DJENDERAL - TNX




